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KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU

PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATUPUTE
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATUPUTE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingzal,
Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Batupute
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun
2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deaa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 961);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Barru
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019
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tentang  Perubahan atas Peraturan Daernh Kabupaten
Bartw Nomor 6 Tahun 20016 tentang  Fencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barra Tahoan 2019
Nomor 1);

21, Peraturan Daerah Knbupaten Barru Nomor 4 Taliun 2018
tentang Perubahan  Atan Peraturan Daerah Kabupaten
Barru  Nomor 6 Tahun 2010  tentang  Pencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barra Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barra Tahun
2008 Nomor 04),

22, Peraturan Bupati Barru Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintahan
Desa;

23. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Desa
(RPJMDesa) Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Batupute
Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Desa Batupute Nomor 5 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Batupute
Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE

dan

KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN :

flenetapkan : PERATURAN DESA BATUPUTE TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BATUPUTE TAHUN 2022
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BAS 1
EETENTUAN UNUTM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa mi. yang dimaksud dengan

1. Desa adalah desa dan desa adat atsu yang disebut demgan na—a Jan
selanjutnya disebut Desa. adalah kesatuan masvamakat hukum yang —e
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyvarakat hak asal usul, dan/atau hak tradismonal vang duku dan
dihormati dalam sistemn pemenintzhan Negara Kesatuan Republk Indonesa

2. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan
usaha kegiatan kemasyarzkatan, pelavanan. pembangunan. pemberdaiaan
masyvarakat. keamanan, dan ketertban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa.

3. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan vang dilaksanakan antar

Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasvarakatan,

pelavanan, pembangunan, pemberdavaan masyarakat, keamanan, dan

ketertiban.

Pemberdavaan Masvarakat Desa adalah upava mengembangkan kemandirian

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

'.'"

kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat
istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa
yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan,
verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif
kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang
dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah
ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta
data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa
dan masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data
kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan,
dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna
dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar
perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan
strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
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18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau
perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya
alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan
budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,
dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya
pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah,
dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat
Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat
istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
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20, Pendampingan Desn adalah pnyn inenghotboan kagmaitns, clektizitas, dan
akuntabilitas  pemeriitahan  Desa,  Pembmngatmn Desa, Penbeidaynn
Masyataknt Desa, pembentaban dan peagembmiigan baddane ussbin milib 1esn
dan/mtnu badan wsahn milile Desa berannn, pendoghaton sinetgiing progrnm
tan keglatnn Dean, din ketja snmn Desa antole enendibung peneagming S020n
Desn

30 Knder Pemberdnynnn Maasyarnkat Desn adalah ntiggonn tnnsyntnknt [reen ynng
memilikl prakarsn dan/atan yang dipitih oleb Dess antuke o nombibibarn,
mengembanglan, dan menpgeiakkan prakaras, paetisipast, swndnyn, dan
potong royong di kalangan mnsyninkat Desn

31, Badan Usahin Milile Desn, yang selanjutoyn disetit BUM Dess, adalab baedan
hukum  yang diditikan oleh Desn dan/atat becsamn Desn Desa ginm
mengeloln  usahing  memanfantlan  neet, mengembangkan  Anvestast  dan
produktivitas, menyedinkan Jasa pelayanan, dan/atai menyediskan jenis
usahn ladnnya untuk sebesnr besarnyn kesejahiternnn masyatakat [esy

42 Pihake Ketlgn  adalah  lembogn  swadayn  mnsyntakat,  pergicinn g,
orgnniensl kemasynrakatan, atau perusahaan, yang sumber kevunnpgan dan
keglatannyn tidak berasal darl anggaran pendapatan dan belanja negan,
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsl, anggatan pendapatan dan

belanjn daerah kabupaten/kotn, dan/atau AVEY Desa,

BAB 11
BISTEMATIKA PENYUBUNAN RKFP DESA
Pasal 2
(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematilan sebagal berikat
BAD | PENDAHULUAN;
1.1. Latar Delakang,
1.2. Dasar Hukum.
1.3, Tujuan dan Manfant.
1.4, Proses Penyusunan KKP Desa,
1.5, Sistematikn.
BAB I OAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA;
2.1, Visl = Misi Kepala Desa,
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3, Gambaran Umum Kemiskinan,
2.4, Gambaran Umum Ekonomi.

2.5, Gambaran Umum Insfrastruktur,
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PARVILE RUMUBAN FRIORITAN MABALAI,
AL Bvalunst  Pelabsnnnmn Pombagonme poda I Desa Tabin
nebelmnyn
A valuasd Tafa peneapidin B0Cn e
A0 dentitihanst mnsalah berdanntbonn HIVM eaa
XA Wentiftiant Masalale Derdaantban Analinn Keadaan anrarnt
antara ko bencanan wlam, docals polieile, beelsts ebamomi dan
atant kerumahan sostal v oo pnnjangn
A0 Wdentifknnt  Masalale  berdasarbann — Priodtas Kebijakon
Pembangunan Daerah,
NANLY  RUMUSAN PRIORITAS PROORAM DANKIEGIATAN PEMIBARGEHAH
DIERA,
A0 Prdovdtan Program dan Keglatan Pembangunan Slaln esn
Tahun Anggaran 2022,
4.2, DerdasarknnKewenangantndasinlunsul,
4.0, Berdasarkan Kewenanngan Lokal Skala Desia,
4.4, ProritanlrogramdanKegintan - Pembangunan - Daerah Tahun
Anggaran 2023,
4.5, Kebijjakan Keuangan Desa,
DALYV PENUTUP,
LAMPIRAN
1. Beritan Acara Musyawarah Pembentulian Tim Penyusun RKP
Desn, Notulen dan Daftar Hadlir,
2, Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2022,

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut,

-

4. Dalar Rencana Program dan Keglatan yang Masuk ke Desa,

5  Data  dan  informasi  tentang  rencana  pemblayaan
pembangunan Desa,

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Keglatan
Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya,

7.  Dafltar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan
Tujuan SDQs Desa.

8.  Dafltar Rencana Kerja Sama Antar Desa,

9. Daftar Rencana Kerjn Sama dengan Pihak Ketiga,

10. Rencann RKP Desa Tahun 2022,

11, Evaluasi pelaksanann RKP Desa tahun 2021,

12. Gambar Desain Kegintan,

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAD).
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14. Daftar Usulan RKP Deaa Tahun 202,

15. Derita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desn,

16. Keputusan DBPD tentang panitin musyawarah Desn tentnng
perencanaan Desa,

17. Berita Acara Musyawarah Desn tentang perencanann Desa,
Notulen dan Dafltar Hadir,

18. Dokumen Pandangan Resmi BIPD,

19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitin Musrenbang Desn RKF
Desa tahun 2022,

20. Tata tertib musrenbang Desn RKP Desa,

21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan,

22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen
dan Daftar Hadir,

23. Keputusan BPD tentang panitin musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP
Desa tahun 2022,

24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa
Tahun 2023.

25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan,
penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun
2022., Notulen dan Daftar Hadir.

26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun
2023.

27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan Desa Tahun 2022,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana

Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
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Pasal B
i1 Desa dapat diubah dalam hal |

v tevadi peristiwa Khusun, sepertt bencana alam, krisls politile, krisis ekonoml,
dan/atau kerusuhan sosinl yang berkepanjangan; ata
y  terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinai, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten,

Pasal 6
perubahan RKP Desa sebagnimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
jisepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya

gitetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2022,
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8
peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Batupute
Pada Tanggal, 24 Oktober 2022
KEE DESA BATUPUTE

Diundangkan di Batupute
Pada tanggal, 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA BATUPUTE

b

SITTI RABIAH
LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2022 NOMOR 1

KKP Desa Batupute Tahun 2023

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Menimbang

Memperhatikan

KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU

KEPUTUBSAN KEPALA DESA BATUPUTE
NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDesa
DESA BATUPUTETAHUN 2023

KEPALA DESA BATUPUTE,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka

dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RKPDes

dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batupute.

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomorl57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
(LembaranNegaraRepublikindonesiaTahun2014Nom
orl 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Desa BatuputeNomor 05 Tahun
2017tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Batupute Tahun 2017 -
2023(Lembaran Desa Batupute Tahun 2017 Nomor

04);
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MEMUTUBKAN i

Menetapkan — © KERFUTUBAN  KEFALA - DROA  BDATUPUTE  TENTANG
PFEMPENTUKAN  TIM  PENYURUN  HKPDss  DESA
BATUPUTE TANUN 2022,

KESATU S Terhitung mulnd Taoggnl dileelunrbkannys Sourat Kepotosan
i, kepada yang tersehut namanyn dalam daftae terlampie
ditunjule sebagnt Tim Penyusun REPDes Tahin 2022 di 1esa
Batupute Kecamntan Soppeng Rinjn, Knbupaten Barr

KEDUA o Segala Blayn yang tmbul akdbat ditetaphannys kepitimsan
Int dibebankan pada Anggarnn Pendapnton dan Helan o

Desn Tahun Anggaran 2022,

Ditetaplkan di : Batupute
Pada tangpal 12 Jull 2022

Tembusan :

1. Kepala Kantor BAPPEDA Kab. Barru di Barru

2. Kepala Kantor DPMD, PPKB dan PPPA Kab, Barru di Barru
3. Camat Soppeng Rinjn di Mangkoso

4. Pertinpgal

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

